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EFFECTIVENESS OF BILLING ON THE REDEMPTION OF TAX 
ARREARS 






Target penerimaan pajak yang tidak terealisasi merupakan masalah besar yang 
harus segera di evaluasi supaya kebijakan selanjutnya akan membawa dampak 
positif untuk penerimaan negara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Makassar Utara. Penelitian ini memakai metode analisis regresi 
linear sederhana, dan data diolah menggunakan SPSS versi 22. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui efektifitas tindakan penagihan aktif terhadap 
pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah surat - surat yang diterbitkan oleh 
KPP Makassar Utara sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif efektif 
terhadap pencairan tunggakan pajak. Tindakan penagihan aktif dengan surat 
teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan merupakan 
faktor yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. 
 
Kata Kunci:  Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan        
Penyitaan, Pencairan Tunggakan Pajak 
 
 
The tax revenue target is not realized is a big problem that must be in the 
evaluation of that policy will bring positive impact for the reception countries. This 
research was done in the KPP Pratama Makassar Barat. This research wearing 
simple linear regression analysis method, and data processed using SPSS 
version 22. This research aims to determine the effect of the active billing action 
against the disbursement of tax arrears at KPP Pratama Makassar Utara. Results 
of this research prove that the number of letters published by KPP Pratama 
Makassar Utara as the executor of the active billing action affect the 
disbursement of tax arrears. The active billing actions which includes the warning 
leter, forced letter, and seizure letter is a factors that determine the high to low of 
disbursement of tax arrears 15,785,191,05. The factors contributing is revenue 
potential database who not maximal, standard operating procedure is 
inadequate, and the lack of public awareness and taxpayer compliance in 
meeting tax obligations. 
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  BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, 
karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam 
negeri yang paling utama. Selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat 
mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman 
luar negeri. Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu 
negara adalah adanya kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk membayar 
pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya. Hal ini sangat 
diperlukan untuk menjamin tersedianya dana bagi negara yang berasal dari 
partisipasi masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembiayaan pengeluaran 
negara. 
Sistem pemungutan pajak di dunia ada 3 jenis, self assessment, official 
assessment, dan withholding tax. Indonesia menganut sistem self assessment 
berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dalam UU Nomor 
28 tahun 2008 (Undang-Undang KUP) khususnya ayat 1 dan 2. Berdasarkan 
ketentuan tersebut, maka wajib pajak wajib untuk melakukan kegiatan 
menghitung, membayar dan melaporkan melalui surat pemberitahuan. 
Kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak dalam 
self assessment system ini seharusnya dapat berjalan sesuai rencana. Wajib 
pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik tanpa adanya 
kelalaian, kesengajaan, maupun ketidaktahuan atas kewajibannya tersebut. 
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Akan tetapi, kondisi ideal ini tidak selalu terjadi, mengingat wajib pajak sangat 
sering berupaya untuk menghindari beban pajak yang dikenakan kepadanya. 
Keadaan ini membuat dalam pemungutan pajak sangat diperlukan ketegasan 
fiskus terhadap wajib pajak dengan menerapkan ketentuan hukum (law 
enforcement) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang 
berlaku. Tujuan dari penerapan law enforcement adalah agar wajib pajak 
memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang ditentukan 
dalam undang-undang perpajakan Indonesia (Siahaan, 2004:1).  
Negara Indonesia memberikan tanggung jawab kepada Direktorat 
Jenderal Pajak (DJP) untuk bertindak sebagai law enforcement agent. Hal 
tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalisasi penerimaan 
pajak yang masih terhalangi oleh beberapa kendala, law enforcement 
(penegakan hukum) dalam perpajakan harus dilaksanakan secara konsisten 
(Rusjdi, 2007:10). Produk hukum berupa peraturan perpajakan yang lebih baik 
diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara 
kepentingan masyarakat, wajib pajak dan kepentingan negara.  
Apabila masyarakat mengerti tentang manfaat dan fungsi dari pajak maka 
tentu masyarakat sadar akan pajak (tax counciouness) dan tidak akan lagi 
dijumpai wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Akan 
tetapi dalam kenyataannya, terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan 
sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam  
melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan 




Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya 
reformasi, undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah 
dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan 
surat paksa, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dilunasi oleh wajib 
pajak masih menjadi hambatan yang besar. Penyebab timbulnya tunggakan 
pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, 
pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan 
hukum, dan pola-pola perilakuan hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen 
Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, 
diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan aktif yang terdiri dari 
serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan dalam rangka 
mencairkan tunggakan pajak yang terjadi (Gunadi, 2004:116).  
Tindakan penagihan aktif ini dimulai dengan penerbitan surat teguran 
yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang 
pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga 
diindahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan 
dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak 
atau penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan sebagai wujud pengenaan sanksi 
secara tegas kepada penanggung pajak yang dari tahun ke tahun selalu 
meningkat baik jumlah nominal tunggakan maupun jumlah wajib pajak. 
Tunggakan pajak yang sulit tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan 
dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum 
bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif merupakan solusi terakhir 





 Jumlah wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara  
Jenis WP 
SD DES 2013 (JIWA) SD DES 2014 (JIWA) SD DES 2015 (JIWA) 
Terdaftar  Efektif Terdaftar Efektif Terdaftar Efektif 
Badan  10.154 2.464 10.794 2.759 11.478 3.168 
OP Non 
Karyawan 25.131 3.711 24.929 3.691 24.929 5.137 
OP 
Karyawan 72.045 49.814 81.109 47.928 92.863 31.213 
Gren 
Total 107.330 55.989 115.676 54.378 129.270 39.518 
Sumber : seksi Pengelolah data Dan Informasi KPP Pratama Makassar Utara 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Marhaendi (2012) menemukan bahwa 
tindakan aktif dengan penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat sita tidak 
efektif dalam pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Tamansari Satu 
Jakarta. Berbeda dengan hal itu,pitnawati (2009) yang melakukan penelitian 
mengenai efektifitas pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan 
pajak di KPP jakarta pasar minggu,menyimpulkan bahwa pelaksanaan 
penagihan aktif telah berjalan dengan baik yaitu sebesar 87% responden 
menyatakan telah efektif.  
Melihat kondisi tersebut dan adanya research gap dari penelitian 
terdahulu, inilah yang mendasari ketertarikan peneliti untuk mengangkat ke 
dalam penelitian yang berjudul: “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif 
Dalam Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak 






1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penagihan aktif efektif dalam 
pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara?  
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penagihan aktif  
dalam pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  
1.4.1 Kegunaan Teoretis  
Bagi mahasiswa, dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang 
perpajakan dan memberi pengalaman belajar yang dapat mengembangkan 
pengetahuan terutama dalam bidang yang diteliti. 
 
1.4.2 Kegunaan Praktis  
Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dari penelitian yang 
telah ada serta dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian 
yang serupa, yang memiliki topik yang sama sehingga dapat dijadikan sebagai 
bahan referensi.  
 
1.4.3 Kegunaan Kebijakan  
Dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan kebijakan penagihan 
pajak agar jumlah tunggakan pajak tidak cenderung meningkat dan sebagai 
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bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan 
untuk mengambil keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga dapat berjalan 
lebih baik.  
 
1.5 Ruang lingkup Penelitian  
Dalam penelitian ini menggunakan data variabel mulai tahun 2013 sampai 
dengan tahun 2015 dan penelitian ini dibatasi hanya pada satu Kantor Pelayanan 
Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.  
 
1.6 Sistematika Penulisan  
Bab I Pendahuluan  
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika 
penulisan.  
Bab II Tinjauan Pustaka  
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang 
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang 
telah dirumuskan dalam penelitian ini.  
Bab III Metode Penelitian  
Pada bab ini berisikan rancangan penelitian, tempat penelitian, populasi 
dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variable 









2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti) 
Teori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang 
mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) 
dari individu-individu maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. 
Melihat sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan 
sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk 
membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara 
untuk memimpin masyarakat. Teori bakti ini disebut juga teori kewajiban pajak 
mutlak (Pohan, 2014:4), dalam pemahaman yang sederhana teori bakti 
mengenai : 
1. Hukum pajak terletak dalam hubungan rakyat dan negara 
2. Negara menyelenggarakan kepentingan umum untuk rakyatnya, karena ada 
hubungan maka negara memungut pajak terhadap rakyatnya 
3. Rakyat membayar pajak karena merasa berbakti kepada negara 
Teori ini mendasarkan pada paham bahwa karena sifat suatu negara, 
maka dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan 
kewajiban rakyat untuk membayar pajak. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi 
suatu tanda bakti rakyat kepada negara. Dalam rangka menciptakan 
keseimbangan. Mansyuri (1996) mengatakan bahwa dengan memperhatikan 
seluruh kepentingan dengan memegang teguh the equity principle yakni 





wajib memikul beban pajak membutuhkan kesamaan dan keadilan dalam 
pemungutan pajak (Satyawan dan Venusita, 2014:80). 
Relevansinya dengan penelitian ini adalah hukum pajak harus diterapkan 
tanpa pengecualian bagi semua orang wajib pajak dalam keadaan yang sama. 
Terdapat dua makna yang terkandung didalamnya yaitu prosedural yang 
esensial dan subtantif, bahwa hukum harus diterapkan secara keseluruhan 
apapun status dari orang yang terlibat tersebut. Hal ini berarti tidak ada 
seorangpun dapat memperoleh perlakuan khusus atau diskriminasi dalam 
penerapan hukum yang dilakukan kepadanya. Pajak berdasarkan Pasal 1 ayat 9 
UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tahun 2000, disebutkan bahwa 
penagihan adalah serangkaian tindakan aktif agar penanggung pajak dapat 
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, 
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita. 
Dalam peraturan undang-undang di atas peneliti hanya mengkaji penagihan aktif 
yang dimulai dengan penerbitan surat teguran yang berfungsi untuk 
memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya yang telah 
lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga diindahkan oleh wajib pajak, 
pajak yang terhutang ditagih dengan surat paksa dan dapat dilanjutkan dengan 










2.1.2 Efektivitas  
2.1.2.1 Pengertian Efektivitas 
 
Menurut (Mardiasmo,2004:132) medefinisikan efektivitas adalah: 
“pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan 
atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara 
keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai kegiatan operasional 
dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir 
kebijakan (Spending wisely) Indikator efektivitas menggambarkan jangkauana 
akibata dan dampak (outcome) dari keliaran (output) program dalam mencapai 
tujuan program semakian besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap 
pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efevektif proses 
kerja suatu organisasi”. Menurut (N. Anthony, 2004:14) mendefinisikan 
efektivitas: “Efektivitas adalah hubungan antar output yang dihasilkan oleh pusat 
pertanggung jawaban dengan tujuan jangka pendek (objektivitas), semakin besar 
output yang dikontribusikan terhadap jangka pendek perusahaan, maka semakin 
efektiflah unit tersebut “. Dengan demikian efektivitas adalah kemampuan suatu 
unit kerja untuk mencapai tujuan perusahaan. 
 
2.1.3 Pajak   
2.1.3.1 Pengertian Pajak 
 
Pada dasarnya pajak merupakan salah satu perwujudan dan kewajiban 
kenegaraan yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional. Dalam hal ini pajak yang dipungut oleh 
negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin 
kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia yang 





memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut 
serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.  
Oleh karena itu sangat penting disimak beberapa pengertian pajak yang 
dikemukakan oleh para ahli dalam bidang perpajakan yang memberikan 
pengertian yang berbeda namun pada inti dan tujuannya sama. Ketentuan 
menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2008 menjelaskan bahwa: Pajak 
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Smeeths dalam (Bohari, 2012:23) 
menyatakan bahwa pajak adalah prestasi pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi 
yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah membiayai 
pengeluaran pemerintah.  
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-
unsur:  
1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah 
negara. Iuran tersebut berupa uang bukan barang.  
2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaanya.  
3. Tidak ada timbal jasa (kontraprestasi) secara langsung.  
4. Dapat dipaksakan.  








2.1.3.2 Fungsi Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011:1) ada dua fungsi pajak yaitu fungsi 
penerimaan dan fungsi mengatur. Berdasarkan fungsi penerimaan (budgetair), 
pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya. Sedangkan fungsi mengatur (reguleren), pajak sebagai alat 
untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang 
sosial dan ekonomi.  
Contoh:  
a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 
konsumsi minuman keras.  
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif.  
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 
Indonesia di pasaran dunia.  
 
 2.1.3.3 Syarat Pemungutan Pajak  
Mardiasmo (2011:2) menyatakan bahwa agar pemungutan pajak tidak 
menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)  
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan 
pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 
diantaranya mengenai pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masin. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni 





penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis 
pertimbangan pajak.  
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yudiris)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 
maupun warganya.  
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun 
perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian 
masyarakat.  
4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)  
Sesuai fungsi budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 
sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 
masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.  
Contoh:  
a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.  
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi satu tarif, yaitu 10%  
c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan 
disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi Badan 








2.1.3.4 Jenis-Jenis Pajak  
Agus dan Trisnawati (2013:7) menggolongkan pajak menjadi 3 macam, 
yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.  
1. Menurut golongannya  
a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dilimpahkan oleh 
pihak lain dan menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.  
Contoh: pajak penghasilan (PPh)  
b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan 
kepada pihak lain.  
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah 
(PPnBM).  
2. Menurut sifatnya  
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.  
Contoh: pajak penghasilan.  
b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, 
tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.  
Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah 
(PPnBM), pajak bumi dan pajak bangunan (PBB), dan bea materai (BM).  
3. Menurut lembaga pemungutnya  
a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk 
membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contoh: pajak penghasilan (PPh), 
pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah 





b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: pajak 
hiburan, pajak hotel dan restoran, dan pajak kendaraan bermotor.  
 
2.1.3.5 Asas Pemungutan Pajak  
Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas 
pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, maka terdapat keserasian 
pemungut pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu 
pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Waluyo (2010:13) asas-asas 
pemungutan pajak antara lain.  
1. Equality  
Pemungutan harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan 
kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 
pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima.  
2. Certainty  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, 
wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang 
terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.  
3. Economy  
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula 
beban yang dipikul wajib pajak. 
  
2.1.3.6 Hambatan Pemungutan Pajak  
Menurut Mardiasmo (2011:8) hambatan terhadap pajak dapat 






1. Perlawanan pasif  
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara 
lain:  
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.  
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.  
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.  
2. Perlawanan aktif  
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung 
ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya 
antara lain:  
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar 
undang-undang.  
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar 
undang-undang (menggelapkan pajak).  
 
2.1.4 Utang Pajak  
2.1.4.1 Kewajiban Pajak  
Pasal 1 UU KUP nomor 28 tahun 2008 memberikan definisi wajib pajak 
sebagai berikut:  
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 
perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.  
Dalam hukum pajak, terdapat dua jenis kewajiban pajak yang menjadi 
dasar mengapa setiap orang harus membayar pajak yang terutang. Kedua 





Pada dasarnya setiap orang yang tinggal dan atau memiliki hubungan ekonomis 
dengan Indonesia akan memiliki kewajiban pajak dengan Indonesia. Hal ini 
disebut sebagai kewajiban pajak subjektif. Semua orang yang berdomisili di luar 
negeri hanya dapat dijadikan subjek pajak jika mempunyai hubungan ekonomi 
dengan Indonesia. Sedangkan kewajiban objektif, yaitu kewajiban pajak yang 
ada hubungannya dengan objek pajak. Seseorang yang telah memenuhi 
ketentuan undang-undang tentang objek pajak, misalnya memperoleh 
penghasilan yang dikenakan pajak, membeli barang kena pajak, memiliki rumah, 
akan dikenakan pajak sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum 
pemungutan suatu jenis pajak. Seseorang yang memperoleh penghasilan di 
Indonesia akan dikenakan PPh, seseorang yang memiliki rumah akan dikenakan 
PBB, seseorang yang makan di restoran akan dikenakan pajak restoran, dan 
sebagainya. Mereka semua dikenakan pajak tidak hanya karena mereka orang 
Indonesia dan berada di Indonesia, tetapi terlebih karena mereka memenuhi 
syarat tentang kewajiban pajak objektif, sesuai dengan yang ditentukan oleh 
undang-undang pajak yang bersangkuatan (Siahan, 2007:117).  
 
2.1.4.2 Utang Pajak  
Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan tarif yang tercantum dalam 
surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Ketentuan tentang hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 
angka 8 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang lebih luas cakupannya 
dibandingkan dengan pengertian yang terdapat dalam UU KUP.  
Pelunasan utang pajak dapat dipaksakan secara langsung, tentunya 





berupa penyitaan barang-barang wajib pajak yang disusul dengan penjualan 
barang-barang sitaan tersebut baik secara lelang maupun non lelang, bahkan 
bila perlu ada paksaan badan berupa pencegahan berpergian ke luar negeri 
maupun penyanderaan. Paksaan semacam itu memang sangat diperlukan, yaitu 
untuk meratakan beban sehingga dapat dirasakan keadilan oleh masyarakat.  
Menurut Resmi (2008:12) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak 
(saat pengakuan adanya utang pajak) yaitu : 
1. Ajaran Materil  
Ajaran materil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 
diberlakukannya undang-undang perpajakan. Seseorang dikenai pajak karena 
suatu keadaan atau perbuatan yang dapat menimbulkan utang pajak. Ajaran ini 
konsisten dengan penerapan self assessment system.  
2. Ajaran Formil  
Ajaran formil menyatakan bahwa utang pajak timbul karena 
dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (pemerintah). Ajaran ini 
konsisten dengan penerapan official assessment system.  
 
2.1.4.3 Pengertian Tunggakan  
Tunggakan pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum 
dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah utang 
pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum 
dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun 
penanggung pajak. Pajak yang terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau 
dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di kas negara 
atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah untuk memperingan wajib 





Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka 
kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah 
tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak 
(Hidayat & Cheisviyanny, 2013:6).  
Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul 
apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah 
ditegur, dan ditagih. Direktur jenderal pajak dapat melakukan tindakan penagihan 
pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan surat tagihan pajak, surat 
ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar 
tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, 
putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 
bertambah, tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu 
yang ditetapkan. 
 
2.1.4.4 Berakhirnya Utang Pajak  
Menurut Suandy (2008:128) utang pajak akan berakhir atau terhapus 
apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :  
1. Pembayaran  
Pembayaran pajak dapat dilakukan wajib pajak dengan menggunakan surat 
setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat 
dilakukan di kantor kas negara, kantor pos dan giro atau di bank persepsi.  
2. Kompensasi  
Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan 
pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak dapat dikompensasikan 
pada masa/tahun pajak berikutnya maupun dikompensasikan dengan pajak 





3. Daluwarsa  
Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hal ini untuk memberikan 
kepastian hukum baik bagi wajib pajak maupun fiskus, maka diberikan batas 
waktu tertentu untuk penagihan pajak. 
4. Penghapusan utang  
Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari wajib pajak yang 
bersangkutan, misalnya wajib pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang 
berwenang.  
5. Pembebasan  
Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. 
Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. 
Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah 
memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan 
pajak di wilayah-wilayah tertentu.  
 
2.1.5 Penagihan Pajak  
2.1.5.1 Pengertian Penagihan Pajak  
Salah satu kunci keberhasilan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak. Hanya saja, apabila wajib pajak ternyata tidak 
membayar pajak tentu perlu diberikan tindakan tegas untuk dapat memaksa 
wajib pajak tersebut melunasi utang pajaknya. Hal ini diwujudkan dalam bentuk 
penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak atau belum melunasi utang 
pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut pasal 1 Nomor 9 UU 
tentang penagihan pajak dengan surat paksa nomor 19 tahun 2000 menyatakan:  
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi 





melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Dari kedua pengertian 
diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak memiliki lima unsur yaitu:  
1. Utang pajak, yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat 
ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.  
2. Serangakaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu 
penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, pelaksanaan penyitaan 
bedasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan (SPMP), sampai dengan 
pelaksanaan lelang.  
3. Aparat Direktorat Jendral Pajak (DJP), yaitu jurusita pajak yang telah 
memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.  
4.  Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.  
5.  Undang-undang perpajakan yang berlaku, yaitu UU No.19 tahun 2000 tentang 
Penagihan pajak dengan surat paksa serta peraturan pelaksanaan yang 
mengaturnya. 
 
2.1.5.2 Cara Penagihan Pajak  
Dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak terdapat dua jenis 
kegiatan yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan 
pajak aktif. Berdasarkan penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan 
penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan 
tindakan yang nyata terhadap wajib pajak atau penanggung pajak agar melunasi 





Kegiatan penagihan pajak pasif meliputi penerbitan surat tagihan pajak 
(STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak 
kurang bayar tambahan (SKPKBT), dan surat keputusan pembetulan (SK 
Pembetulan), surat keputusan keberatan (SK Keberatan), dan putusan banding 
oleh seksi terkait hingga penerbitan surat teguran oleh seksi penagihan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan penagihan pajak aktif adalah keseluruhan 
kegiatan penagihan yang merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif 
dimulai dari pemberitahuan surat paksa hingga menjual barang yang telah disita 
dan dalam hal ini seksi penagihan melakukan tindakan yang nyata atas wajib 
pajak atau penanggung pajak (Nadhiastutie, 2010:7). Sehingga berdasarkan 
pengertian tersebut, kinerja seksi penagihan hanya diukur dari keseluruhan 
penagihan pajak aktif yang dilakukan, sedangkan pencairan tunggakan pajak 
sebelum penagihan aktif dinilai sebagai kinerja pemeriksa terkait dengan adanya 
kesadaran yang tinggi dari wajib pajak atau penanggung pajak untuk melunasi 
utang pajaknya.  
 
2.1.5.3 Tahapan dan Waktu Penagihan Pajak Aktif  
Apabila wajib pajak tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau 
membayar pajak tidak sebagaimana mestinya maka dilakukan tindakan 
penagihan pajak oleh fiskus. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak membayar 
pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, upaya penagihan ini fiskus 
berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan 
pajak, tetapi akan diikuti dengan mengirim surat teguran, surat paksa dan 
dilanjutkan dengan tindakan sita (Siahan, 2007:356).  
Pudyatmoko (2009:183) menyatakan bahwa langkah untuk penagihan pajak 





1. Pelaksanaan penagihan pajak, diawali dengan penerbitan surat teguran oleh 
pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak 
saat jatuh tempo pembayaran.  
2. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui 
untuk melakukan pembayaran pajak secara angsuran maupun menunda 
pembayaran pajaknya.  
3. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh 
penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari terhitung sejak diterbitkannya 
surat teguran, pejabat yang berwenang segera menerbitkan surat paksa.  
4. Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar ternyata tidak dilunasi 
oleh penanggung pajak setelah lewat waktu dua kali 24 jam terhitung sejak 
saat surat paksa diberitahukan kepadanya, pejabat segera menerbitkan surat 
perintah pelaksanaan penyitaan (SPMP).  
5. Apabila terhadap penanggung pajak dilakukan penagihan seketika dan 
sekaligus, kepada penanggung pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan 
surat paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat 
tenggang waktu 21 hari sejak surat teguran diterbitkan.  
6. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak 
dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal 
pelaksanaan penyitaan, pejabat yang berwenang segera melaksanakan 
pengumuman lelang.  
7. Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar ternyata 
tidak juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 14 hari sejak 
tanggal pengumuman lelang, pejabat tersebut segera melakukan penjualan 





Untuk mendapatkan gambaran lebih mudah mengenai tahapan dan jadwal waktu 
pelaksanaan penagihan pajak dapat digambarkan melalui skema dibawah ini 
 
Gambar 2.1 Tahapan dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak Aktif 
 
 7 HARI   21 HARI 
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Dalam praktek sering terjadi wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya yang 
tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang 
diterimanya walaupun ada ancaman sanksi administrasi berupa bunga sebesar 
2% sebulan dalam bentuk STP penagihan. Tindakan pelaksanaan penagihan 
dengan jadwal waktu 58 hari ini merupakan langkah-langkah kebijakan dari 
Direktorat Jendral Pajak agar pelaksanaan self assessment system benar-benar 
dipatuhi secara konsekuen dan konsisten, sehingga tax complience dalam 
perundang-undangan perpajakan dapat ditegakkan (Nadhiastutie, 2010:9). 






















1. Aspek psikologis bagi wajib pajak akan jera bilamana law enforcement tidak 
dipatuhi.  
2. Dapat diwujudkannya pencairan tunggakan pajak berarti penerimaan pajak 
makin meningkat.  
3. Law enforcement dilaksanakan dengan benar.  
4. Penghapusan piutang pajak.  
 
2.1.6 Pejabat Dan Jurusita Pajak  
2.1.6.1 Pejabat Direktorat Jendral Pajak  
Dalam pelaksanaan penagihan pajak, sangat penting untuk diketahui 
siapa pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penagihan pajak. Hal ini 
penting untuk diketahui karena berkaitan dengan jenis pajak yang ada, apakah 
pajak pusat, pajak provinsi, maupun pajak kabupaten/kota. Agar melaksanakan 
penagihan pajak dapat dipertanggungjawabkan, pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku (siahan, 2007:371).  
Berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa, 
kewenangan untuk melaksanakan penagihan pajak diserahkan kepada pejabat 
tertentu sesuai dengan jenis pajak yang bersangkutan. Sesuai dengan UU nomor 
19 tahun 2000, yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat yang berwenang 
mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak, menerbitan surat perintah 
seketika dan sekaligus, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, 
surat penjabutan sita, pengumuman lelang, surat penentuan limit, surat perintah 
penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak 
sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi seluruh utang pajak 






2.1.6.2 Juru Sita Pajak  
Ujung tombak dalam pelaksanaan penagihan pajak aktif pada KPP dalam 
hal ini secara khusus adalah jurusita pajak. Jurusita pajak sendiri adalah 
pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan 
sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan 
(Nadhiastutie, 2010:8). Jurusita pajak mempunyai tugas sebagai berikut:  
1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.  
2. Memberitahukan surat paksa.  
3. Melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan surat 
perintah melaksanakan penyitaan.  
4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.  
Dalam melaksanakan tugas, seorang jurusita pajak harus dilengkapi 
dengan kartu tanda pengenal jurusita pajak yang harus diperlihatkan kepada 
wajib pajak atau penanggung pajak. Hal ini dimaksudkan agar jurusita pajak 
mempunyai bukti diri yang kuat dan bisa menjelaskan bahwa yang bersangkutan 
adalah benar-benar jurusita pajak yang sah dan mempunyai tugas dan 
wewenang melaksanakan tindakan penagihan pajak (Rusjdi, 2007).  
 
2.1.7 Dasar Hukum Penagihan Pajak  
1. UU Nomor 16 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan UU KUP Nomor 28 tahun 2007.  
2. UU Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 





3. Keputusan Menteri Keuangan No 562/KMK. 04/2000 ditetapkan tanggal 26 
desember 2000 tentang syarat-syarat tata cara pengangkatan dan 
pemberhentian juru sita pajak.  
4. Keputusan Menteri Keuangan nomor:561/KMK.04/2000 tentang tata cara 
pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa  
5. Keputusan Menteri keuangan nomor:147/KMK. 04/1998 sebagai mana telah 
diubah dengan keputusan Mentri keuangan 21/KMK. 01/1999 tentang 
menunjukan pejabat untuk penagihan pajak pusat, tata cara dan jadwal waktu 
pelaksanaan penagihan pajak.  
6. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 135 tahun 2000 tentang tata 
cara penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa.  
 
2.1.8 Beberapa Aspek Penting Tindakan Penagihan Aktif  
2.1.8.1 Surat Teguran  
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sesuai 
dengan pasal 1 ayat 10 UU Penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan 
pajak adalah “surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak untuk menegur atau 
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi untang pajaknya”.  
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa surat teguran 
adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan 
wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.  
Penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis 
merupakan tindakan awal dari pelaksanaan penagihan pajak. Tindakan 
penagihan pajak ini dimulai dengan penerbitan surat teguran, surat peringatan, 
atau surat lain yang sejenis. Surat teguran diterbitkan apabila penanggung pajak 





dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi sebagaimana ditetapkan dalam surat tagihan pajak (STP), surat 
ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar 
tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, 
putusan banding, atau putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah 
pajak yang harus dibayar bertambah (Rainoris, 2015:7).  
Menurut Dimas (2013) penerbitan surat teguran dilakukan pada seksi 
penagihan, dengan prosedur sebagai berikut:  
1. Pelaksanaan pada seksi penagihan meneliti surat ketetapan pajak (SKP), 
surat tagihan pajak (STP), surat tagihan bea (STB) yang harus diterbitkan, 
surat teguran dalam sistem administrasi perpajakan dan meminta persetujuan 
kepala seksi dan kemudian diteruskan kepada kepala kantor pelayanan pajak 
melalui sistem informasi Direktorat Jendral Pajak.  
2. Kepala kantor pelayanan pajak memeriksa usulan penerbitan surat teguran 
dan memberikan persetujuan penerbitan melalui sistem informasi DJP.  
3. Pelaksana melihat sistem informasi DJP dan memeriksa persetujuan 
penerbitan surat teguran dan menyampaikannya kepada kepala seksi 
penagihan.  
4. Kepala seksi penagihan meneliti, memaraf surat teguran, dan menugaskan 
kepada pelaksana untuk menyampaikannya kepada kepala kantor pelayanan 
pajak.  
5. Kepala kantor pelayanan pajak meneliti, menandatangani surat teguran yang 
telah ditandatangani kepala kantor pelayanan pajak, menatausahakan, dan 







2.1.8.2 Surat Paksa  
Surat paksa diterbitkan oleh kepala KPP/KPPBB yang menerbitkan STP, 
SKPKB, SKPKBT, STPPBB, STB, SKBKB, SKBKBT, surat keputusan 
pembetulan, surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah yang menjadi dasar penagihan, apabila: 
1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh 
tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat 
peringatan atau surat lain yang sejenis.  
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan 
sekaligus.  
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak 
(Zuriansyah, 2011:7).  
Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan 
modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan 
terbitnya surat paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak 
untuk melaksanakan eksekusi langsung (parate executie) dalam penyitaan atas 
barang milik penanggung pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui 
lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui 
prosedur di pengadilan terlebih dahulu (Rainoris, 2015:7). Surat paksa diterbitkan 
paling cepat setelah lewat 21 hari dari penerbitan surat teguran, kecuali apabila 
terhadap penanggung pajak telah diterbitkan surat penagihan seketika dan 
sekaligus, surat paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang 







2.1.8.3 Penagihan Seketika dan Sekaligus  
Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak 
tampa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak 
dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Jurusita pajak 
melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tampa menunggu tanggal jatuh 
tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan 
sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila:  
1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama - lamanya 
atau berniat untuk itu.  
2. Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau dikuwasai 
dalam rangka memberhentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau 
pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.  
3. Terhadap tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan 
usahanya, atau penggabungan badan usahanya, atau memindah tangan kan 
perusahaan yang dimiliki atau dikuwasainya, atau melakukan perubahan bentuk 
lainya  
4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara atau  
5. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau 
terdapat tanda-tanda kepailitan. Penyampean surat perintah penagihan seketika 
dan sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh juru sita pajak kepada 
penanggung pajak.  
 
2.1.8.4 Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)  
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, walaupun fiskus telah melakukan 
tindakan penagihan sampai dengan menerbitkan dan menyampaikan surat 





penanggung pajak yang tidak melunasi pajak yang terutang sebagaimana 
mestinya. Berdasarkan ketentuan pasal 11 UU Penagihan Pajak dengan Surat 
paksa, apabila wajib pajak tidak melunasi pajak terutang sesuai dengan surat 
paksa setelah lewat 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan kepada 
penanggung pajak, fiskus dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap barang 
milik penanggung pajak dengan mengeluarkan surat perintah melaksanakan 
penyitaan (SPMP) sebagai berikut:  
1. Penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak dilaksanakan oleh jurusita 
pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan yang diterbitkan oleh 
pejabat.  
2. Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada 
ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk 
penguasanya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai 
pelunasan utang tertentu.  
3. Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang-barang milik penanggung 
pajak yang dapat berupa:  
a. Barang bergerak, termasuk mobil, perusahaan, uang tunai dan deposito 
berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk yang disamakan 
dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainya, piutang dan 
penyerahan modal pada perusaan lain. 
b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kantor 
tertentu.  
4. Barang yang dikecualikan dari penyitaan sebagai berikut:  
a. Pakaian dan tempat tidur berserta perlengkapannya yang digunakan oleh 





b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta 
peralatan memasak yang berada dirumah.  
c. Perlengkapan penanggung pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari 
negara.  
d. Buku-buku yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan penanggung pajak 
dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan 
keilmuan.  
e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan 
pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari 
Rp. 20.000.000,00.  
f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh penanggung pajak dan 
keluarga yang menjadi tanggungannya.  
5. Ukuran penyitaan barang  
Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun 
dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang 
tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. 
Keadaan tertentu ini misalnya jurusita pajak tidak menjumpai barang bergerak 
yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak 
mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang 
pajaknya.  
6. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:  
a. Barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak 
dan utang pajak  
b. Hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya 
penagihan pajak dan utang pajak.  





Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi 
biaya penagihan pajak dan utang pajak berdasarkan putusan pengadilan atau 
putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain dengan keputusan menteri 
atau keputusan kepala daerah. 
 
2.1.8.5 Pelaksanaan Lelang  
1. Apabila lelang pajak dan biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah 
dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara 
lelang terhadap barang yang disita melalui kantor lelang.  
2. Sekalipun penanggung pajak telah melunasi utang pajak tetapi belum 
melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang 
telah disita tetap dapat dilaksanakan.  
3. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang dilakukan wajib 
pajak belum memperoleh keputusan keberatan, lelang juga tetap dapat 
dilaksanakan tanpa dihadiri oleh wajib pajak. d. Pejabat juru sita pajak tidak 
diperbolehkan untuk membeli barang sitaan yang dilelang. Larangan ini berlaku 
juga terhadap isteri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, 
serta anak angkat.  
4. Barang sitaan yang dikecualikan dari penjualan secara lelang berupa:  
a. Uang tunai dan surat-surat berharga (deposito, tabungan, saldo rekening 
Koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, 
piutang, penyertaan modal dan surat berharga lainnya.  
b. Barang yang mudah rusak atau cepat busuk.  
5. Pelunasan dari barang yang dijual tidak secara langsung Apabila penanggung 





belas) hari sejak penyitaan barang yang penjualannya dikecualikan dari 
penjualan secara lelang,: pejabat segera menggunakan, menjual, dan atau 
memindah bukukan barang sitaan untuk pelunasan biaya penagihan pajak dan 
utang pajak. Yang dimaksud lelang “menggunakan” adalah menyetor ke kas 
Negara atau ke kas daerah. 
 
 2.2 Penelitian Terdahulu  
Banyaknya penelitian serupa yang meneliti tentang pencairan tunggakan 
pajak, menunjukkan bahwa tindakan penagihan aktif sangat penting dalam 
pencairan tunggakan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan 
pemerintah di sektor pajak. Namun beberapa dari hasil penelitian terdahulu 
masih belum memuaskan, terdapat perbedaan dari hasil-hasil penelitian tersebut 
sehingga menimbulkan adanya research gap.  
Marhaendi (2012) dalam penelitiannya menguji efektif  tindakan 
penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama 
Tamansari Satu Jakarta, dengan menggunakan alat analisis regresi linier 
sederhana dan data diolah dengan menggunakan SPSS versi 10, variabel bebas 
yang digunakan jumlah surat–surat yang diterbitkan oleh KPP Tamansari Satu 
Jakarta sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif sedangkan variabel 
terikatnya adalah pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa 
surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan yang 
diterbitkan oleh KPP Pratama Tamansari Satu Jakarta sebagai pelaksaan 
tindakan penagihan aktif tidak Efektif terhadap pencairan tunggakan pajak. 
Sedangkan Rainoris (2015) meneliti mengenai Efektivitas pencairan tunggakan 
wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kalideres, dengan 





digunakan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan 
penyitaan sedangkan variabel terikatnya adalah pencairan tunggakan pajak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah surat-surat dalam 
penagihan aktif yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pencairan tunggakan wajib pajak dan 
hasilnya menunjukkan bahwa penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa, 
dan surat perintah melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap 
pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres.  
Wirawiweka (2007) mengenai analisis pengaruh kualitas penetapan dan 
tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak: studi kasus pada 
KPP Madya Jakarta Pusat. Dengan menggunakan alat analisis regresi berganda, 
variabel bebas yang digunakan adalah kualitas penetapan dan tindakan 
penagihan aktif sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah pencairan 
tunggakan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan 
tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara 
sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak.  
Pitnawati (2009) mengenai efektivitas pelaksanaan penagihan aktif dalam 
pencairan tunggakan pajak pada di KPP Jakarta Pasar Minggu. Dengan 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan “Importance and performance 
analysis” yaitu analisis tingkat kepentingan dan kinerja, yang akan menghasilkan 
data dalam diagram kartesius tentang faktor yang mempengaruhi pencairan 
tunggakan pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas 
pelaksanaan penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak dan mengetahui 
faktor yang mempengaruhi pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu Jakarta Selatan dan hasilnya menunjukkan 





87% responden telah menyatakan telah efektif. Sedangkan penelitian yang 
dilakukan oleh Rifqiansyah, dkk (2014) meneliti mengenai analisis efektivitas dan 
kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
efektivitas penagihan pajak aktif secara keseluruhan belum cukup dikatakan 
efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan 
secara keseluruhan pajak masih sangat kurang.  
 
2.3 Kerangka Pemikiran  
Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah tentang tindakan 
penagihan aktif mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Penyebab timbulnya 
tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, 
pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan 
hukum, dan pola-pola perilakuan hukum. Direktorat Jenderal Pajak Departemen 
Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, 
diantaranya dengan melakukan tindakan penagihan aktif yang terdiri dari 
serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan dalam rangka 
mencairkan tunggakan pajak yang terjadi.  
Tindakan penagihan aktif ini dimulai dengan penerbitan surat teguran 
yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi utang 
pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga 





dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak 
atau penanggung pajak.  
Semua tindakan yang dilakukan di atas dimaksudkan untuk memaksa 
wajib pajak melunasi utang pajaknya. Apabila fiskus telah melakukan tindakan ini 
tentunya ada biaya penagihan yang harus dikeluarkan oleh fiskus sesuai dengan 
ketentuan, semua biaya yang timbul akan dibebankan kepada wajib pajak 
dengan demikian jumlah utang pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak 
adalah pajak terutang ditambah sanksi adminisrasi dan biaya penagihan pajak. 
Tambahan biaya ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh wajib 
pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak. Tindakan penagihan pajak aktif 
merupakan solusi terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan 
hukum di bidang perpajakan.  
Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat dituangkan dalam suatu 
skema kerangka pikir sebagai berikut. 




















2.4 Hipotesis Penelitian 
 Penagihan pajak yang bersifat aktif merupakan tindakan berikutnya yang 
dilakukan oleh fiskus berdasarkan pantauan terhadap kepatuhan wajib pajak 
dalam membayar pajak dengan mendasarkan pada data wajib pajak yang tidak 
melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak, 
fiskus dapat melakukan tindakan penagihan aktif dengan maksud agar wajib 
pajak segera melunasi utang pajaknya (siahan, 2007: 283). 
Serangkaian tindakan penagihan pajak dilakukan oleh fiskus diantaranya 
melakukan tindakan penagihan aktif yang dimulai dengan penerbitan surat 
teguran yang berfungsi untuk memperingatkan wajib pajak agar segera melunasi 
utang pajaknya yang telah lewat jatuh tempo. Apabila pernyataan ini tidak juga 
diindahkan oleh wajib pajak, pajak yang terutang ditagih dengan surat paksa dan 
dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan barang-barang untuk wajib pajak 
atau penanggung pajak. Dalam teori bakti, karena sifat suatu negara maka 
dengan sendirinya timbullah hak mutlak untuk memungut pajak dan kewajiban 
rakyat untuk membayar pajak. Tindakan penagihan aktif ini akan memberikan 
kemudahan bagi fiskus dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak untuk 
memaksa wajib pajak melunasi utang pajaknya. Biasanya wajib pajak akan 
merasa takut, sehingga mereka akan melunasi tunggakan pajaknya baik secara 
langsung maupun angsuran yang tentunya akan mempengaruhi pencairan 
tunggakan pajak sehingga meningkatkan penerimaan di sektor pajak.  
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Marhaendi (2012) 
setelah melakukan pengolahan data peneliti menyimpulkan bahwa tindakan aktif 
dengan penerbitan surat teguran, surat paksa dan surat sita ini membuktikan 
bahwa jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tamansari Satu 





terhadap pencairan tunggakan pajak akibat penagihan aktif di KPP Pratama 
Tamansari Satu Jakarta. Penelitian serupa juga dilakukan Rainoris (2015) 
bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah surat-surat dalam penagihan aktif 
yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak dan hasilnya menunjukkan bahwa 
penagihan aktif dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah 
melaksanakan penyitaan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan 
pajak di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Berdasarkan penjabaran di atas, 
diajukan hipotesis sebagai berikut:  
Ha : Efektifitas pelaksanaan penagihan aktif  berpengaruh secara 






3.1 Rencana Penelitian  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 
dengan penekanan pada pengujian teori melalui pengukuran variable-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 
Peneliti menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menguji dan memberikan 
gambaran bagaimana pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan 
tunggakan pajak. Analisis statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan 
untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010:206). 
Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian ini 
akan menguraikan dan menjelaskan data yang telah diolah dan dianalisis.  
 
3.2 Tempat dan Waktu  
Tempat penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Makassar Utara Jalan Urip Sumoharjo,Km,4. Tempat penelitian tersebut dipilih 
dengan pertimbangan bahwa baik data maupun informasi yang dibutuhkan 
mudah diperoleh serta relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek 






3.3 Populasi dan Sampel  
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010;115). Populasi 
penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Sampel merupakan bagian dari 
populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 
tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Hasan, 
2002:84). Sampel yang diambil oleh peneliti adalah wajib pajak yang memiliki 
tunggakan pajak selama 3 tahun terakhir (tahun 2013-2015) pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara.  
 
3.4 Jenis dan Sumber Data  
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai 
berikut:  
1. Data kualitatif adalah hasil pengamatan yang berbentuk kategori dan bukan 
bilangan (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kualitatifnya berupa 
dokumentasi dan hasil wawancara terhadap objek penelitian.  
2. Data kuantitatifnya adalah hasil pengamatan yang di ukur dalam skala numerik 
(bilangan) (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini data kuantitatifnya berupa 
data penerbitan dan pencairan surat teguran, surat paksa, dan surat 
pemerintah melaksanakan penyitaan (SPMP) di KPP Pratama Makassar 
Utara.  
Dalam penelitian ini juga, peneliti menggunakan sumber data, yaitu data 





oleh objek penelitian maupun dari pihak lain yang memiliki relevansi dengan 
penelitian yang di lakukan.  
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian ini, 
maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu: 
1. Penelitian kepustakaan (library research)  
Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan 
data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang 
berkaitan dengan topik yang dipilih.  
2. Penelitian lapangan (field research)  
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dengan melakukan hal-hal sebagai 
berikut:  
a. Wawancara (interview)  
Merupakan suatu tanya jawab langsung kepada informan yang dilakukan dengan 
maksud untuk memperoleh data primer dan informasi yang diperlukan.  
b. Dokumentasi (documentation)  
Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari 









3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  
Sesuai dengan rumusan masalah, untuk mengetahui efektivitas tindakan 
penagihan aktif dalam penerimaan wajib pajak maka variabel operasional yang 
digunakan dalam penelitian ini melibatkan 2 variabel yang terdiri atas variabel 
independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat) yaitu:  
a. Jumlah surat-surat yang diterbitkan oleh KPP Pratama Makassar Utara 
sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif (X)  
1. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau 
memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya.  
2. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak.  
3. Surat perintah melaksanakan penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk 
menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi 
utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Pencairan tunggakan pajak(Y)  
Pencairan tunggakan pajak adalah segala bentuk pencairan yang berkaitan 
dengan tunggakan pajak yang disetorkan ke kas negara yang dapat berupa 
pembayaran, penghapusan, pemindahbukuan, maupun keberatan. Variabel 
pencairan tunggakan pajak dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang 
terutang yang didasarkan pada STP, SKP, SKPKB, SKPKBT.  
 
3.7 Instrumen Penelitian  
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara 





data lain yang terkait. Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik 
kesimpulan, dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut 
teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari 
dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain itu, 
data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, 
artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
 
3.8 Analisis Data  
Analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam satu bentuk yang 
paling mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dikumpulkan, peneliti 
melakukan pengolahan data untuk mempermudah analisis. Analisis data dapat 
memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah 
penelitian.  
 
3.8.1 Uji Normalitas  
Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi 
variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 
ataukah tidak. Uji normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi 
dalam analisis parametik. Normalitas suatu data penting karena dengan adanya 
data yang terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap dapat mewakili 
populasi (Priyatno, 2012:33). Model regresi yang baik adalah model yang 








3.8.2 Uji Autokorelasi  
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun 
menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 
autokorelasi. Salah satu cara menguji autokorelasi adalah dengan uji Durbin-
Watson (DW test) (Priyatno, 2009:158).  
 
3.8.3 Analisis Regresi Linier Sederhana  
Priyatno (2012:73) menjelaskan bahwa analisis regresi linear sederhana 
dipakai untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen 
dengan satu variabel dependen yang digunakan untuk memprediksi atau 
meramalkan suatu nilai variabel dependen berdasarkan variabel independen. 
Persamaan umum regresi sederhana adalah :  
Keterangan :  
Y = Variabel dependen (pencairan tunggakan pajak)  
X = Variabel independen (jumlah surat – surat yang diterbitkan oleh KPP 
Pratama Makassar Utara sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif)  
a = Intercept atau konstanta yang menunjukkan nilai prediksi Y pada saat  
X = 0 sebesar a.  
b = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya perubahan satu unit X akan 
mengakibatkan perubahan terhadap Y sebesar b. Nilai b positif menunjukan 
hubungan yang searah antara variabel dependen dengan variabelindependen 
akan mengakibatkan peningkatan dan penurunan variabel dependen. Nilai b 
negatif menunjukkan hubungan yang tidak searah antara variabel dependen 
dengan variabel independen, artinya peningkatan dan penurunan variabel 






3.8.4 Analisis Korelasi  
Analisis korelasi sederhana atau korelasi bivariate digunakan untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel, dalam perhitungan korelasi akan 
didapat koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antar dua 
variabel tersebut. Nilai koefisien berkisar antara -1 sampai 0 atau 0 sampai 1. 
Jika nilai koefisien korelasinya semakin mendekati 1 atau -1, maka hubungan 
antara dua variabelnya akan semakin erat. Tetapi jika mendekati 0, maka 







 Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 
kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti adalah jumlah surat - surat yang diterbitkan oleh 
KPP Makassar Utara sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif efektif terhadap pencairan 
tunggakan pajak. Hasil penelitian ini mendukung Teori Kewajiban Mutlak yang menyatakan 
bahwa hukum pajak harus diterapkan tanpa pengecualian bagi semua wajib pajak dalam 
keadaan yang sama. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
tahun 2000 menyatakan „‟penagihan adalah serangkaian tindakan aktif agar penanggung 
pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, memberitahukan 
surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan 
penyenderaan, dan menjual barang yang telah disita‟‟. Tindakan penagihan aktif dengan 
surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan merupakan faktor 
yang menentukan tinggi rendahnya pencairan tunggakan pajak. Apabila tindakan penagihan 
aktif dilakukan secara intensif dan efektif, maka akan menyebabkan pencairan tunggakan 
pajak semakin besar, namun sebaliknya jika tindakan penagihan aktif tidak dilakukan 









5.2 Saran  
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di 
atas, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-
prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif 
tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak; sebaliknya semakin 
tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan 
pajak sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak.  
2. KPP Pratama Makassar Utara lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam melakukan 
sosialisasi kepada wajib pajak untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan 
pentingnya pajak untuk pembangunan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar 
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat.  
3. KPP Pratama Makassar Utara perlu menambah jumlah juru sita karena seiring dengan 
meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini dilakukan supaya tindakan 
penagihan pajak menjadi lebih efektif dan efisien.  
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan 
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Rencana Dan Realisasi Penerimaan KPP Pratama 
Makassar Utara pajak tahun 2013 – 2015 
 
Tahun Rencana penerimaan( Rp) Realisasi Penerimaan (Rp) 
2013 700.432.602.057.000 479.822.934.319.000 
2014 612.866.352.999.000 611.297.886.570.000 
















Laporan  Perkembangan Tunggakan pajak KPP 
Pratama Makassar Utara tahun 2013 - 2015 




















Hasil Output Versi SPSS 22 For Windows 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Pencairan tunggakan 
pajak 





36 0 1690 397,19 393,554 










Jumlah surat-surat sebagai 
pelaksana tindakan 
penagihan aktif 
Pearson Correlation 1 ,043 
Sig. (1-tailed)  ,403 
Pencairan tunggakan pajak Pearson Correlation ,043 1 
Sig. (1-tailed) ,403  
a. Listwise N=35 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 




a. Predictors: (Constant), Jumlah surat-surat sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif 

















































T Sig. B Std. Error Beta 






91250,711 370371,849 ,043 ,246 ,807 
a. Dependent Variable: Pencairan tunggakan pajak 
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UJI ASUMSI KLASIK 
 
1. Uji Normalitas 
 
2. Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 




a. Predictors: (Constant), Jumlah surat-surat sebagai pelaksana tindakan penagihan aktif 




























januari  0 0 0 
 
0 0 
Februari 55 17 0 72 1.094.531.311,00 
Maret 13 0 0 13 241.171.724,00 
April 41 135 4 180 458.668.684,00 
May 50 101 0 151 266.459.338,00 
Juni 185 164 0 349 488.341.607,00 
Juli 77 240 0 317 527.309.326,00 
Agustus 49 121 0 170 717.700.226,00 
September 48 63 0 101 340.779.119,00 
October 5 49 0 54 453.293.307,00 
November 52 21 0 73 374.441.351,00 

















tunggakan pajak  
(Y) 
Januari  80 27 11 117 250.446.451,00 
Februari 8 84 0 92 1.424.595.684,00 
Maret 166 12 0 178 1.543.710.946,00 
April 242 247 4 493 1.798.157.290,00 
May 65 114 9 188 1.194.787.199,00 
Juni 175 224 0 399 9.634.931,00 
Juli 158 82 0 240 233.005.954,00 
Agustus 105 501 0 606 574.467.375,00 
September 147 175 0 322 2.540.633.877,00 
October 408 124 0 532 1.555.895.764,00 
November 547 532 0 1079 1.049.155.320,00 



























Januari  146 64 41 251 2.284.664.468,00 
Februari 179 84 0 263 206.808.740,00 
Maret 161 553 0 714 926.096.883,00 
April 1106 1 0 1107 471.846.629,00 
May 530 95 11 636 670.750.458,00 
Juni 1441 249 0 1690 529.202.257,00 
Juli 390 359 5 754 1.040.334.348,00 
Agustus 449 950 0 1399 1.449.497.340,00 
September 337 179 0 516 627.735.574,00 
October 454 0 0 454 387.164.577,00 
November 177 53 0 230 412.073.469,00 
Desember 270 0 0 270 4.164.137.988,00 
